
BUPATI WONOSOBO, 
a. bahwa untuk lebih mendekatkan pelayanan 

administrasi perlu mengoptimalkan kecamatan dalam 
memberikan pelayanan publik; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan 
Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada 
Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
kebutuhan pelayanan pemerintahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 
tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan 
Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana 
Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6354); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6628); 

12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan 
Pencatatan Sipil; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 
201 7 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1956); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 
Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 
Nomor 7); 

17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 
tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan 
Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 32) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 
201 7 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan 
Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada 
Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 
2017 Nomor 26); 

18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten 
Wonosobo (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 
2016 Nomor 56); 



Pasal 3 
Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: 
a. Persetujuan Bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal dengan luasan lantai 

dasar bangunan maksimal 150 m? dengan jumlah lantai maksimal 2 lantai 
yang berada di luar Kawasan Perumahan/ real estate; 

b. Dihapus; 
c. Dihapus; 
d. Dihapus; 
e. Izin Pemasangan Reklame untuk kategori pemasangan di atas toko atau 

halaman/pekarangan dengan ukuran paling banyak 6m2 (enam meter 
persegi), spanduk/ layer/ umbul-umbul /poster/ sticker/ sele baran dengan 
lokasi satu kecamatan; 

f. Dihapus; 
g. Rekomendasi Izin Perhelatan; 
h. Rekomendasi Izin Hiburan; dan 
i. Dihapus. 

Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 32 TAHU 2014 
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 
DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. 

Menetapkan 

19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 85 Tahun 2016 
tentang Rincian Tugas Kecamatan Kabupaten 
Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 
2016 Nomor 85); 

20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan, Kriteria Dan Standar Usaha 
Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 
2019 Nomor 24); 

21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2020 
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada K pala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2020 Nomor 34); 



WARDOYO 
H KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR /3 

Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggal .18 fUeA.. .tO.l/ 

Ditetapkan di Wonosobo 
pada tanggal J t fl1RA. ~O.t./ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


